
PROYEK MINI ZOO PURWOREJO SENILAI RP 9,4 MILIAR MANGKRAK, 
BEGINI KONDISINYA

Sumber Gambar:
https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2025/04/12/penampakan-proyek-mini-zoo-purworejo-

yang-kini-mangkrak-sabtu-1242025-1744453699809_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita: 

Purworejo - Proyek Mini Zoo senilai Rp 9,4 miliar di Kabupaten Purworejo yang sudah 

separo jadi kini belum jelas kelanjutannya hingga mangkrak. Beberapa bagian di proyek 

itu bahkan kini tampak telah rusak.

Mini Zoo ini dibangun di Jl Purworejo-Magelang KM 1, Desa Keseneng, Kecamatan 

Purworejo,  Kabupaten Purworejo,  di  atas lahan seluas 1 hektare.  Berdasar  pantauan 

detikJateng di lokasi, tidak terlihat aktivitas pembangunan di proyek yang dimulai pada 

2023 itu.

Dari pantauan di lapangan, beberapa talut terlihat rusak dan longsor. Tak hanya itu, 

sandaran  batu  juga  banyak  yang  roboh  dan  bangunan-bangunan  seperti  kantor  juga 

nampak miring karena tanah yang ambles.

Tulisan mini zoo dengan warna putih yang terpampang di bagian depan terlihat ditutup 

dengan  plastik  warna  hitam.  Namun,  sebagian  penutup  plastik  itu  kini  mulai 

mengelupas.

Mangkraknya  proyek  pembangunan  Mini  Zoo  ini  kemudian  menjadi  perhatian 

masyarakat setempat. Sebab, objek wisata yang sedang dibangun ini digadang-gadang 

bisa menjadi ikon wisata baru di kabupaten tersebut.

Kepala  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  (Dinporapar)  Kabupaten 

Purworejo,  Stephanus  Aan  Isa  Nugraha  SSTP  MSi  menegaskan  bahwa  Pemerintah 
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Kabupaten Purworejo terus mengawasi perkembangan proyek tersebut. Saat ini, proyek 

pembangunan Mini Zoo masih dalam tahap pemeliharaan oleh kontraktor dan belum 

dilakukan Serah Terima Akhir.

"Artinya,  proyek  tersebut  masih  menjadi  tanggung  jawab  pelaksana  sesuai  dengan 

kontrak, termasuk perpanjangan masa pemeliharaan antara PPK dan kontraktor. Kalau 

anggaran Rp 9 M lebih," kata Aan saat dihubungi detikJateng, Sabtu (12/4/2025).

Dia  mengakui  ada  beberapa  masalah  dengan  proyek  yang  dibiayai  oleh  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga 

telah melakukan audit terhadap proyek itu.

Dia menyebut Berdasarkan rekomendasi BPK, Dinporapar diminta untuk membentuk 

Tim  Ahli  Independen  guna  mengevaluasi  kelayakan  fungsi  bangunan,  menentukan 

pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kerusakan,  serta  memberikan  rekomendasi  dan 

biaya perbaikan atas dasar kerusakan bangunan

Setelah dilakukan evaluasi oleh tim ahli, Aan menjelaskan, proyek tersebut dinyatakan 

mengalami kerugian sekitar  Rp 5 miliar.  Hasil  tersebut  kemudian diajukan ke BPK 

untuk tindak lanjut namun hingga kini belum ada penilaian akhir.

"Kemarin  hasil  tim  ahli  yang  dibentuk,  hasilnya  Rp  5  miliar  (kerugiannya). 

Statemennya untuk akan dinilai  oleh BPK seperti  apa.  Ini  lagi  proses,  kemarin kan 

diajukan ke  BPK untuk dinilai.  Terus  proses  penilaiannya BPK belum memberikan 

pendapat," jelasnya.

Karena  bermasalah,  pihaknya  belum  bisa  memastikan  kapan  proyek  tersebut  akan 

dilanjutkan  kembali.  Beberapa  rekomendasi  pun  diberikan  oleh  tim  ahli  termasuk 

menyarankan untuk dijadikan hutan kota dan bukan mini zoo lagi.

"Kalau itu tergantung kebijakan daerah, tapi tim ahli punya rekomendasi tuh kemarin. 

Kalau jadi Mini Zoo lagi nanti seperti apa, kalau yang lain sesuai regulasi bisa untuk 

hutan  kota  bisa  untuk  yang  lain,  banyak  kok,  rekomendasinya  macam-macam," 

imbuhnya.

"Yang  jelas  kan  karena  sudah  terlanjur  ada  penataan  lahan  di  sana  kalau  tidak 

dimanfaatkan  menurut  tim ahli  kan  eman-eman  (sayang),  jadi  rekomendasinya  bisa 

dilanjutkan Mini Zoo atau kalau tidak, ada beberapa opsi yang juga bisa memanfaatkan 

lahan di sana," pungkasnya. (ahr/apu)

Sumber Berita:

1. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7865960/proyek-mini-zoo-purworejo-

senilai-rp-9-4-miliar-mangkrak-begini-kondisinya,  “Proyek  Mini  Zoo  Purworejo 

Senilai Rp 9,4 Miliar Mangkrak, Begini Kondisinya”, tanggal 13 April 2025.
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2. https://www.facebook.com/detikcom/posts/proyek-mini-zoo-purworejo-yang-

dibangun-di-lahan-1-hektare-sejak-2023-itu-kini-t/1176093354559912/,  “Proyek 

Mini Zoo Purworejo Senilai Rp 9,4 Miliar Mangkrak, Begini Kondisinya”, tanggal 

12 April 2025

Catatan :

 Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Proyek Mini Zoo senilai Rp 9,4 

miliar  di  Kabupaten  Purworejo  yang  sudah  separo  jadi  kini  belum  jelas 

kelanjutannya hingga mangkrak. Beberapa bagian di proyek itu bahkan kini tampak 

telah rusak. Berdasarkan rekomendasi BPK, Dinporapar diminta untuk membentuk 

Tim Ahli Independen guna mengevaluasi kelayakan fungsi bangunan, menentukan 

pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan, serta memberikan rekomendasi dan 

biaya perbaikan atas dasar kerusakan bangunan. Setelah dilakukan evaluasi oleh tim 

ahli, Aan menjelaskan, proyek tersebut dinyatakan mengalami kerugian sekitar Rp 5 

miliar. Hasil tersebut kemudian diajukan ke BPK untuk tindak lanjut namun hingga 

kini belum ada penilaian akhir.

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran 

Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.

d. Pasal  55  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Klasifikasi  Belanja  Daerah  terdiri  atas: 

antara lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan,  irigasi,  dan  jaringan mencakup jalan,  irigasi,  dan 
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jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

 Ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai  dan  berkesinambungan  merupakan 

kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  untuk 

meningkatkan daya saing Indonesia  dalam pergaulan global.  Untuk mempercepat 

pembangunan  infrastruktur,  dipandang  perlu  mengambil  langkah-langkah  yang 

komprehensif  guna  menciptakan  iklim  investasi  untuk  mendorong  keikutsertaan 

badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. 

Partisipasi swasta ini dapat diarahkan pada proyek yang membutuhkan dana besar, 

seperti  pembangunan  jalan  tol,  migas,  bendungan,  pembangunan  mall,  perluasan 

bandara,  maupun  pembangkit  listrik  dan  dapat  juga  diarahkan  pada  proyek 

infrastruktur  yang  tidak  membutuhkan  dana  yang  terlalu  besar,  seperti  renovasi 

pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort dan lain-lain.1

 Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa 

adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.2

1 Ridwan Soleh, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And 
Transfer (BOT) di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, 
halaman 42.
2   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik 
Wijayanti

4



 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang 

tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, 

biaya, lokasi, dan Penyedia.3 

 Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan 

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.4 Penyedia  bertanggung 

jawab atas:5

a. Pelaksanaan kontak;

b. Kualitas barang/jasa;

c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. Ketepatan waktu penyerahan; dan

e. Ketepatan tempat penyerahan.

 Dalam hal Penyedia:6

a. Tidak  melaksanakan  Kontrak,  tidak  menyelesaiakan  pekerjaan,  atau  tidak 

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

b. Menyebabkan kegagalan bangunan;

c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. Melakukan  kesalahan  dalam  perhitungan  jumlah/volume  hasil  pekerjaan 

berdasarkan hasil audit;

e. Menyerahkan  barang/jasa  yang  kualitasnya  tidak  sesuai  dengan  Kontrak 

berdasarkan hasil audit; atau

f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

Penyedia dikenai sanksi adminsitratif.

 Saknsi administratif berupa:7

a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. Sanksi denda

 Pelanggaran8 terlambat menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan 

sanksi denda keterlambatan

3  Ibid, Pasal 4 perubahan
4  Ibid, Pasal 17 ayat (1)
5  Ibid, Pasal 17 ayat (2)
6  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)
7  Ibid, Pasal 78 ayat (4)
8 Ibid, pasal 78 ayat (5)
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 Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada 

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab 

tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang 

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"

 Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:

1. Pasal 23 E

(1) Untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  tentang  keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga  perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

2. Pasal 23 F

(1) Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan 

Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah 

dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

3. Pasal 23 G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan 

undang-undang.

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a. Pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang 

selanjutnya  disingkat  BPK,  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk 

memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagaimana 

dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

1945.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas 

dan  mandiri  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan 

negara.

c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat, 

Pemerintah Daerah,  Lembaga Negara lainnya,  Bank Indonesia,  Badan Usaha 
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Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

 Sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1945,  pemeriksaan  yang  menjadi  tugas  Badan  Pemeriksa 

Keuangan  (BPK)  meliputi  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab 

mengenai  keuangan  Negara.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  ada  tiga  jenis 

pemeriksaan  yang  dilaksanakan  oleh  BPK,  yaitu  :  pemeriksaan  keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK 

dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pemeriksaan  kinerja adalah  pemeriksaan  atas  aspek  ekonomi  dan  efisiensi, 

serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan 

manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

c. Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan 

dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal 

lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana  

informasi  umum  semata,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  nasehat  hukum  maupun  

pendapat suatu instansi
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